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KEPALA DESA PANDESARI 
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG 

 

PERATURAN KEPALA DESA PANDESARI 

NOMOR 5 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PENETAPAN  CALON  KELUARGA PENERIMA MANFAAT 

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) 

DESA PANDESARI TAHUN ANGGARAN 2025 

 

KEPALA DESA PANDESARI, 
  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB II Pasal 2 

Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 2 

Tahun 2024, tentang Petunjuk Operasional atas Fokus 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, maka perlu menetapkan 

Kepala Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Tahun 

Anggaran 2025 dengan Peraturan Kepala Desa; 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 1000); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 

Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 

Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 

2025; 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 8 Seri A); 

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang 

Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2022 Nomor 25 Seri D); 

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D); 

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 

Seri A); 

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 

Seri D); 

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang 

Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan 

Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun 

Tetangga serta Ketua Rukun Warga sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 183 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 

dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun 

Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 

Nomor 183 Seri D); 



(4) 
 

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 184 Tahun 2024 tentang 

Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 184 Seri A); 

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 189 Seri A); 

26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 

100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 tentang Besaran Alokasi 

Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun 

Anggaran 2025; 

27. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Pandesari Tahun 2018 Nomor 21); 

28. Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2019 Nomor 

11) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir 

dengan Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pandesari 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa 

Pandesari Tahun 2024 Nomor 2); 

29. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

Pandesari (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3); 

30. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandesari Tahun 2025 

(Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 3); 

31. Peraturan Desa Pandesari Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 

Nomor 7); 

 

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Pandesari tanggal 30 

Desember 2024 tentang Pembahasan dan Penetapan  Calon 

Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 

2025; 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDESARI 

dan 

KEPALA DESA PANDESARI 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON 

KELUARGA PENERIMA MANFAAT  BANTUAN LANGSUNG 

TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PANDESARI TAHUN 

ANGGARAN 2025. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Camat adalah Camat Pujon Kabupaten Malang. 

5. Desa adalah Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten 
Malang. 

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah RKD Pandesari 
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana 

Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana 
Desa. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud dari Peraturan Kepala Desa ini untuk menetapkan Kepala Keluarga 

calon penerima BLT-Dana Desa. 

(2) Tujuan dari Peraturan Kepala Desa ini sebagai dasar pemberian BLT-Dana 

Desa kepada Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa 

 

 

BAB III  

PENETAPAN 

 

Pasal 3 

Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan sebanyak 20 

Kepala Keluarga, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

 

BAB IV 

JANGKA WAKTU, PENYALURAN DAN BESARAN 

 

Pasal 4 

(1) Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa kepada calon penerima BLT-

Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan. 
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(2) Penyaluran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

(3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) per bulan 

sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandesari.  

 

Ditetapkan di Pandesari 

pada tanggal 31 Desember 2024 

 

KEPALA DESA PANDESARI 

 

 

 

 H. MUDAWAM 

 
 

Diundangkan di Pandesari 

pada tanggal  31 Desember 2024 

 
SEKRETARIS DESA PANDESARI 
 
 
 
 
SUYONO 

 
BERITA DESA PANDESARI TAHUN 2024 NOMOR  5 
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